
KPU telah  mematok 77,5% partisipasi

pemilih pada pilkada  2020. Angka terse-

but sama dengan yang ditargetkan saat

pilkada 2018 lalu. Dengan kondisi yang

ada saat ini, tidak sedikit yang pesimis

bahwa KPU terlalu ’PD’Mengapa?

Jelas. Situasi pilkada 2018 lalu dan

akhir tahun ini berbeda. Pada pilkada

2018 tidak ada pandemi Covid-19. Sedang-

kan pilkada 2020 diselimuti kekhawatiran

terjadinya kluster baru pandemi. Inilah

yang membuat pemilih enggan ke tempat

pemungutan suara (TPS). Sehingga akan

berpengaruh terhadap partisipasi pemilih.

Seperti diketahui, pilkada yang akan

berlangsung 9 Desember 2020 diikuti 270

daerah. Jika dibandingkan dengan jumlah

yang terlibat di tahun 2018 silam yang ha-

nya 171 daerah, tentu saja KPU boleh opti-

mis untuk meraup partisipasi hingga

77,5%. Namun jika belajar pada pelaksa-

naan di tiga gelombang pilkada, partisi-

pasi pemilih cenderung fluktuatif. Misal-

nya partisipasi pilkada 2015 hanya ter-

catat 70%, gelaran pilkada 2017 mencapai

74,20%, terakhir  pada 2018 turun menjadi

73,24%. Padahal, di tiga gelombang pilka-

da sebelumnya tidak diwarnai oleh wabah

Covid-19. 

Dua Unsur

Secara ideal, hajatan pilkada bisa dibi-

lang berhasil jika memenuhi dua unsur

kuantitatif dan kualitatif. Unsur kuanti-

tatif meniscayakan partisipasi publik da-

lam upaya memilih calon pemimpin yang

sudah tersedia. Sedangkan unsur kuali-

tatif dapat dilihat jika publik tidak hanya

datang ke TPS saja, namun berperan aktif

pemilih dalam setiap tahapan dan rasio-

nalitas pilihan. Secara substansial, sebuah

pemilihan dikatakan berhasil apabila ber-

langsung dengan damai tanpa kekerasan,

ancaman dan intimidasi sebagaimana

yang diamanatkan konstitusi dan Un-

dang-Undang, serta terselenggara secara

luber dan jurdil. Apabila dari segi proses

standar-standar normatif tersebut ter-

penuhi,  dengan sendirinya dapat mendo-

rong motivasi dan antusiasme masyarakat

untuk berpartisipasi karena ada trust yang

terbangun (Samsul Arif, 2020).

Namun perlu dicatat bahwa pilkada dan

pandemi merupakan dua hal yang berto-

lak belakang. Hajatan pilkada menis-

cayakan partisipasi publik. Publik harus

didorong untuk terlibat dalam proses

pemilihan. Sedangkan pandemi Covid-19

meniscayakan absensi publik untuk

memutus mata rantai penyebaran. Dua

hal berlawanan inilah yang membuat ha-

jatan pilkada menjadi sangat dilematis. 

Bagaimanapun juga, nasi sudah menja-

di bubur. KPU sudah mematikan pilkada

tetap digelar. KPU juga sudah mematok

partisipasi pemilih hingga 77,5%. Dengan

demikian, tugas yang harus diemban oleh

KPU adalah memantik para pemilih agar

berpartisipasi. Semakin banyak partisi-

pasi pemilih, otomatis menguat-

kan legitimasi kepala daerah

yang terpilih. Partisipasi pemilih

yang menggunakan hak pilih

merupakan salah satu tolok ukur

keberhasilan sebuah pemilihan,

entah itu pemilu maupun pilka-

da. Pada saat sistem pembagian

kekuasaan kita telah bertransfor-

masi dari sentralistis ke desen-

tralistis, maka kepala daerah

yang dipilih langsung idealnya

memiliki legitimasi cukup kuat

(Riewanto, 2007).

Mensosialisasikan

Guna memastikan partisipasi

pemilih terjaga, atau bahkan

melampaui ekspektasi yang su-

dah ditetapkan, KPU harus men-

sosialisasikan teknik pemilihan. KPU

memaparkan secara jelas dan detail kepa-

da publik bahwa gelaran pilkada sudah

memenuhi protokol kesehatan. Langkah

ini penting dilakukan untuk memastikan

publik terjamin kesehatannya. Selama ini,

penyelenggara pilkada hanya sibuk men-

sosialisasikan pentingnya partisipasi

pilkada. Padahal yang dibutuhkan saat ini

adalah memastikan bahwa dalam hajatan

pilkada, ada jaminan keselamatan pemi-

lih.

Selain itu, penyelenggara pilkada harus

mengubah cara pandang proses pemilihan

kepala daerah. Cara pandang yang dimak-

sud bahwa, pelaksanaan pemilihan dan

proses pemilihan dilaksanakan dengan

suasana normal baru. Dengan demikian,

publik akan mempersiapkan diri sejak dini

untuk memungut suara dalam keadaan

normal baru pula. Minimal mempersiap-

kan secara mandiri  3M : mengenakan

masker, mencuci tangan dan  menjaga

jarak tanpa harus diingatkan.  ❑

Aminuddin, pemerhati politik dan

demokrasi.

Memantik Partisipasi Pemilih

Aminuddin
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Jalur evakuasi terus diperbaiki.

-- Tidak ada kata terlambat.

***

Batik berikan nyawa pada sebuah kain.

-- Tambah elegan juga pemakainya.

***

Pariwisata bangkit di tengah pandemi.

-- Semua sektor juga harus bangkit.

Selamatkan dari Erupsi dan Pandemi

Membangkitkan Minat Baca Siswa
MINAT baca di Indonesia masih

tergolong rendah bila dibandingkan

dengan negara lain. Rendahnya mi-

nat baca ini tak lepas dari ku-

rangnya semangat membaca.

Membaca memang menjadi keter-

ampilan yang lebih tinggi tingkatan-

nya jika dibandingkan dengan

keterampilan berbicara dan menyi-

mak.

Rendahnya minat baca dise-

babkan banyak faktor, salah satu-

nya adalah kurangnya semangat

membaca. Hal ini tentu saja berkait-

an dengan rendahnya motivasi da-

lam diri setiap orang. Upaya untuk

membangkitkan semangat mem-

baca bisa dilakukan dengan berba-

gai cara, salah satunya adalah

melalui guru di Sekolah Dasar.

Guru SD memegang peranan

penting dalam membangkitkan se-

mangat membaca para siswa.

Dalam konteks ini, guru SD dihara-

pkan dapat menciptakan suasana

yang mendukung bagi terciptanya

semangat membaca para siswa.

Melalui penugasan membaca,

siswa akan dilatih untuk memiliki

semangat membaca. Tugas ini da-

pat berbentuk latihan membaca,

meringkas, membuat sinopsis

maupun menceritakan kembali se-

buah bacaan.

Perpustakaan sekolah juga

merupakan sarana penting untuk

membangkitkan semangat mem-

baca para siswa SD. Perpustakaan

yang menarik dengan layanan yang

mampu membangkitkan semangat

membaca akan lebih mendukung

bagi terciptanya budaya baca di

SD.

Siswa yang berbondong-bon-

dong mendatangi perpustakaan de-

ngan penuh kesadaran akan pen-

tingnya membaca akan menjadi in-

dikator yang menyenangkan bagi

tumbuh kembangnya minat baca.

Di sini para guru SD diharapkan da-

pat memotivasi siswa agar mencin-

tai perpustakaan dengan aktivitas

membaca.

Berbagai lomba yang terkait de-

ngan semangat membaca dapat di-

lakukan dalam berbagai event

sekolah seperti lomba membaca

puisi, geguritan, lomba pidato, lom-

ba mading, dan sebagainya. Di sini,

lagi-lagi peran guru SD sangat dibu-

tuhkan untuk mendesain berbagai

model pembelajaran yang dapat

menggugah semangat membaca

siswa. Membangkitkan semangat

membaca di SD merupakan usaha

yang tepat dalam menciptakan mi-

nat baca sejak dini. Harapannya,

anak tumbuh dan berkembang de-

ngan semangat membaca yang

baik, sehingga pada gilirannya da-

pat meningkatkan minat baca.  ❑

*) Indah Anggraini, Prodi PGSD

Universitas Sarjanawiyata

Tamansiswa Yogya.

STATUS Siaga yang diterapkan

terkait kondisi Gunung Merapi su-

dah berlangsung sekitar tiga ming-

gu. Saat-saat erupsipun diprediksi

sudah kian dekat, meski tidak dike-

tahui kapan waktunya. Indikasinya

antara lain magma sudah kian men-

dekati puncak Merapi. Diperkirakan

sumber tekanan magma saat ini

berada pada kedalaman 1,3 kilome-

ter dari puncak. (KR, Kamis 3/12).

Menghadapi kenyataan ini, kesi-

ap-siagaan memang harus kian dit-

ingkatkan. Artinya, ketika suatu saat

status Merapi ditingkatkan menjadi

Awas, maka informasi ini harus ce-

pat bisa sampai kepada masyara-

kat, khususnya di kawasan rawan

bencana (KRB) Merapi. Juga kepa-

da pihak-pihak terkait, terutama

yang terlibat dalam evakuasi peng-

ungsi. Tentu saja sarana dan prasa-

rana evakuasi harus selalu standby,

sehingga saat harus bergerak ting-

gal jalan.

Sebagaimana diungkapkan Ke-

pala Pelaksana Harian Badan Pe-

nanggulangan Bencana Daerah

(Kalakhar BPBD) DIY, Drs Biworo

Yuswantono MSi pada acara

Kedaulatan Rakyat Talkshow, saat

ini belum semua masyarakat di wila-

yah KRB Merapi diungsikan. Jum-

lahnya sekitar 16 orang. Namun de-

mikian, system evakuasi dan

prasarana yang dibutuhkan sudah

disiapkan, sehingga nantinya bisa

dilakukan evakuasi dengan cepat.

Apalagi jarak erupsi dengan ke-

naikan status awas tidak bisa

diprediksi. Bisa dalam hitungan jam

setelah status dinaikkan.

Meski begitu, berbagai ke-

mungkinan kondisi terburuk tetap

harus diperhitungkan sekaligus di-

antisipasi. Karena bagaimanapun

juga, sedetail dan serinci apapun se-

buah perencanaan, belum tentu

bisa berjalan mulus 100%. Hal-hal

mendadak dan di luar dugaan bisa

saja terjadi. Karena itu, kesiapan se-

mua pihak untuk menghadapi kon-

disi apapun harus terus diingatkan.

Karena dalam kondisi pandemic

covid-19, kemungkinan terjadinya

penularan virus Korona juga harus

diperhitungkan, baik akibat interaksi

saat evakuasi maupun saat peng-

ungsi di barak. Dalam hal ini, para

relawan yang akan melakukan eva-

kuasi harus benar-benar dipastikan

terbebas dari Covid-19. Sebab sa-

ngat mungkin terjadi sentuhan lang-

sung saat melakukan evakuasi, mi-

salnya menggandeng tangan atau

bahkan menggendong orangtua.

Ketika berada di barak pen-

gungsian, protokol kesehatan ketat

harus diterapkan. Bahkan menurut

Ketua Pengda Kagama DIY Ir Gatot

Saptadi, selain memperhatikan gizi

yang baik dan mengurangi daya

tamping barak, peralatan mandi,

makan dan minum pengungsi dise-

diakan sendiri-sendiri, tidak boleh

dicampur. Pengungsi juga harus

dilindungi dari interaksi pihak luar.

Sebagaimana terjadi selama ini,

selain banyak relawan, di pengung-

sian biasanya banyak kedatangan

tamu yang ingin menyumbang. Me-

reka biasanya tidak mantap kalau

tidak bertemu langsung dengan yang

diberikan sumbangan. Bisa jadi inter-

aksi menjadi tidak terkendali. Untuk

itu, tamu yang datang juga mesti di-

pastikan tidak membawa virus

Korona, disamping terus diingatkan

untuk menerapkan prokes dan 3 M.

Kita berharap, tidak ada korban ji-

ka nantinya terjadi erupsi Merapi,

baik korban diakibatkan letusan

maupun penularan virus Korona.

Tidak muncul klater pengungsian.

Baik para pengungsi, relawan, der-

mawan, maupun semua pihak

terkait tetap sehat semua bahkan

pandemi segera berakhir, sehingga

kehidupan kita menjadi normal se-

perti sedia kala.  ❑

Tantangan Ketaatan pada Aturan Vaksinasi 
NOVEMBER 2020, Populi Center

merilis sebuah hasil survei nasional ten-

tang penerimaan masyarakat terhadap

vaksin Covid-19. Salah satu temuan yang

perlu diperhatikan secara serius adalah

40% masyarakat Indonesia ternyata

tidak bersedia untuk divaksin. Padahal,

vaksinasi berdasarkan keilmuan objektif

abad ini amat diyakini sebagai salah satu

upaya untuk mewujudkan standar kese-

hatan tertinggi. 

Mengapa 40% masyarakat tidak berse-

dia untuk divaksin? Alasannya beragam.

Sebanyak 46.5% masyarakat, misalnya,

takut akan bahaya/risiko kesehatan

dari vaksinasi, sedangkan 15.2%

masyarakat tidak percaya akan kegu-

naan vaksin dalam proses penyembuh-

an Covid-19. Sementara,  13.3% ma-

syarakat mempersoalkan kehalalan

vaksin. 

Temuan ini sebaiknya tidak hanya

diterima sebagai data belaka.  Namun

juga harus direspons secara memadai

khususnya oleh pemerintah pusat dan

pemerintah daerah (pemda). 

Vaksinasi dan HAM

Keberadaan hak atas kesehatan pa-

da diri setiap orang mewajibkan peme-

rintah untuk menjamin dinikmatinya

standar kesehatan tertinggi yang da-

pat dicapai. Dalam rangka penanggu-

langan pandemi Covid-19, vaksinasi

diyakini sebagai suatu batu loncatan

memadai untuk mewujudkan standar

kesehatan tertinggi itu. Maka, Peraturan

Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan

Vaksinasi dalam Rangka Penanggulang-

an Pandemi Covid-19 (Perpres No.99/-

2020) diterbitkan pada tataran nasional.

Penerbitan aturan ini patut diapresiasi

lantaran  menunjukkan keseriusan pe-

merintah dalam menanggulangi pande-

mi. Namun, kita tahu bahwa suatu per-

aturan tidak bekerja di ruang hampa se-

hingga ketaatan terhadapnya selalu di-

pengaruhi amat banyak faktor. Temuan

Populi Center, bahwa 40% masyarakat

Indonesia tidak bersedia divaksin, me-

nunjukkan adanya tantangan ketaatan

terhadap aturan vaksinasi.

Ketidaksediaan masyarakat tidak dapat

dianggap keliru sepenuhnya. Sebab, da-

lam diskursus hak atas kesehatan, diakui

setiap orang berkuasa penuh atas dirinya

sendiri. Sehingga ia berdaulat untuk

menentukan tindakan-tindakan kesehat-

an mana yang dapat atau tidak dapat di-

lakukan kepadanya. Kedaulatan atas diri

sendiri inilah yang wajib dihormati peme-

rintah. Dengan begitu, upaya-upaya peme-

rintah yang memaksa setiap orang untuk

bersedia divaksin dalam rangka penang-

gulangan pandemi Covid-19 justru ber-

potensi mengakibatkan pelanggaran ter-

hadap kebebasan dan kedaulatan setiap

orang atas dirinya sendiri.

Kerangka Penafsiran

Temuan Populi Center tentang keti-

daksediaan 40% masyarakat untuk di-

vaksin harus segera ditindaklanjuti,

khususnya oleh Pemda. Sebab, kewajiban

pemerintah untuk menjamin tercapainya

derajat kesehatan tertinggi bagi setiap

orang tidak hanya dibebankan pada pe-

merintah pusat, namun juga pemda.

Paling tidak, tindak lanjut terhadap

temuan Populi Center dapat mewujud da-

lam bentuk riset dan pemetaan lanjutan

yang insiatifnya harus diajukan pemda.

Riset lanjutan ini dilakukan dalam rang-

ka memetakan tiga hal. 

Pertama, persentase ketidaksediaan

masyarakat di daerah untuk divaksin.

Kedua, latar belakang di balik ketidakse-

diaan masyarakat di daerah untuk di-

vaksin. Dua hal ini perlu dipetakan di

daerah. Lantaran temuan tentangnya

akan berguna secara signifikan sebagai

data dalam penyusunan kebijakan

terkait percepatan dan kelancaran pelak-

sanaan vaksinasi di daerah. Ketiga,

model kebijakan yang sesuai dengan

kebutuhan sosial di daerah.

Kita sepatutnya belajar dari temuan

Populi Center tadi. Ketidaksediaan se-

bagian masyarakat untuk divaksin ter-

nyata tidak sepenuhnya dilatarbe-

lakangi  pembangkangannya terhadap

aturan Perpres No 99/2020. Namun, ini

juga terjadi karena adanya kerangka

penafsiran dan pemaknaan yang

berbeda-beda atau tidak utuh dari

masyarakat tentang vaksinasi. Dalam

konteks ini, tentu saja pilihan kebi-

jakan dalam bentuk sanksi-sanksi

hukum menjadi tidak tepat.

Dengan pemetaan ini, pilihan ten-

tang model kebijakan, pihak-pihak

yang akan dilibatkan, dan strategi per-

cepatan pelaksanaan vaksinasi di dae-

rah akan memiliki basis fondasional

yang terukur. Sehingga energi daerah da-

pat diberdayakan secara proporsional dan

efisien. Tentu saja, dengan tetap meng-

hormati hak asasi manusia. ❑

*) Sahid Hadi, Peneliti Pusat Studi

Hak Asasi Manusia dan Mahasiswa

Magister Hukum UII

Sahid Hadi
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